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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 188.4/12/DLH /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELEMBAGAAN FOCAL POINT

g

PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Bupati Luwu Timur
Nomor 233/IX/2011 tentang  Pembentukan  Tim Koordinasi
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
dalam pelaksanaan pembangunan yang perspektif Gender di semua bidang,
dipandang perlu membentuk Tim Kelembagaan Focal Point
Pengarusutamaan Gender disetiap SKPD:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada butir a
diatas perlu menetapkan Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan
Gender Dinas Lingkungan Hidup melalui Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019

Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang'Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Pembentukan Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan,
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Tim Kelembagaan Focal Point Tahun 2021 mempunyai tugas :
a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit SKPD
dengan melakukan Rapat dengan Instansi/SKPD terkait Kabupaten Luwu

Timur.
b. Melaksanakan koordinasi antar SKPD Kabupaten Luwu Timur dalam

rangka penerapan PPRG.
c. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu

Timur secara komprehensif dan berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum kedua diatas
Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Malili
Pada tanggal : 06 Januari 2021

JKEPALA DINAS,
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 3! / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021;

Mengingat : &

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu
Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor
11)
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Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022
Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. Penanggung jawab bertugas :
1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD
Tahun 2022; dan
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
b. Ketua bertugas :
1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun
Renja PD Tahun 2022;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk
kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim
Penyusun kepada Penanggung jawab; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
c. Sekretaris bertugas :
1. menyusun dokumen Renja PD Tahun 2022;
2. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022,
3. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022; dan
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
5. Anggota bertugas :

1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja

program/kegiatan;

3. melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah;

4. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2022;

5. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022,

6. menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
yang telah ditetapkan;
bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8.4/ 76 /SK/DLH/2021
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PEJABAT DAN STAF SERTA
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN /
TUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN HiDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU TIMUR,

; ' Menimbang © a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan
program/kegiatan pada Lingkup Dinas Lingkungan
. Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021

perlu untuk menyusun penempatan Staf Tahun
Anggaran 2021.

b.  bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju
Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
'ﬁ 2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
| 4286);

3. Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Lembaran Negara Rl Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Rl Nomor
4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Than 2014

Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Rl Nomor
5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R|

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4578)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

.
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dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor
2011);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor |
tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan menjadi
kewenangan, Kabupaten Luwu Timur(Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah
Kabupaten Luwu Timur:

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan , Tugas dan
Fungsi , serta Tata Keuangan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 660/ / SK/DLH/2G21 TENTANG SUSUNAN
PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PEJABAT
DAN STAF SERTA PENANGGUNG JAWAB DAN
PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN /
TUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2021.

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Upah jasa yang
namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
sebagai  penanggung jawab dan pengelola
program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.






















4. Berwin Yosep Ranggi, ST Pengelolaan Pemeliharaan Sesuai Tupoksi Pengelolaan -
Konservasi Lingkungan dan Pemeliharaan Konservasi Lingkungan
Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi
5. lwan Hans Pengelola Informasi Sesuai Tupoksi Pengelola Informasi -
Lingkungan Lingkungan
6. Andi Dian Mayangsari - staf Seksi Pemeliharaan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup
7. Hebron Sukijo = Staf Seksi Pencemaran dan Kerusakan | 1. Pengurus Bank Sampah
Lingkungan Induk (BSI)
2. Admin Utama 3 Aplikasi
Bank Sampah Luwu Timur
(Abank Salut) Tingkat
Kabupaten
4 | Bidang Pengelolaan 1. Hairil Muchtar, SH Kabid. Pengelolaan Sampah, Sesuai Tupoksi Kabid. Pengelolaan -
Limbah B3 dan Limbah B3 dan Pertamanan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
pPertamanan
2. Abshar Abdur Razak, SP Kasi Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Tupoksi Kasi Pengelolaan Limbah Direktur Bank Sampah Induk
B3
PPTK :
1. Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen lzin Penyimpanan
Sementara Limbah B3
Dilaksanakan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektonik
2. Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan persampahan
N ——
. ¢
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2. Kasmahatir, SE KTU Laboratorium Lingkungan | Sesuai Tupoksi KTU. UPTD PPTK : -
Laboratorium Lingkungan Hidup 1. Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak Kearifan
Lokal atau Pengetahuan
Tradisional dan Hak MHA
3. Furkhan Hidayat, S.Si Penyusun Rencana Sest'ai Tupoksi Penyusun Rencana PPTK :
Tatalaksana Laboratorium Tatalaksana Laboratorium 1. Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
4. Lince Pappang Linggi - Laboran -
5. Sessavtin, S.Si - Laboran -
6. Sri Rahayu Akir, S.Si - Laboren )
7. Lisna Yuswanti, S.A.N = Lbata
= Laboran el .
8. Faturrahman, S.Si =
Ka. UPTD Pengelolaan | sesuai Tupoksi Ka. UPTD Pengelolaan 1 Zm:mmmM mmmwr Sampah
arman, S.A.P b : rsampahan Cemara (BS
UPTD Pengelolaan 1. Sup Kebersihan dan Persampahan | Kebersihan dan Persamp 2. PPK Pengadaan Kendaraan
Kebersihan dan Dinas Operasional atau
Persampahan

Lapangan
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